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ABSTRAK

Penulis melakukan penulisan hukum dengan judul Perbandingan Pengaturan Hak
Guna Air Sebelum dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-X1/2013. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan
topik ini karena berangkat dari pentingnya air bagi kebutuhan hidup manusia. Tanpa
adanya air, manusia tidak akan dapat menjalani proses kehidupannya dengan baik
maka dari itu untuk melindungi hak rakyat atas air dibentuklah hak guna air. Hak
guna air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air mendapat reaksi yang begitu luas dari berbagai unsur masyarakat. Hak guna
air juga menjadi salah satu topik yang diperkarakan dalam persidangan Mahkamah
Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dicabut
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI1/2013 karena dianggap telah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi
memberlakukan kembali Undang-Undang Pengairan sebagai aturan pengganti
Undang-Undang Sumber Daya Air. Dua periode pengaturan hak guna air ini penulis
coba untuk bandingkan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah aturan
terkait dengan hak guna air yang tengah berlaku dewasa ini sudah sesuai dengan
aturan dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan penafsiran hakim yang terdapat pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013. Penulis berhadap penulisan
hukum ini dapat memaparkan aturan-aturan terkait dengan hak guna air dewasa ini
yang pada prinsipnya harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 agar

terciptanya kepastian hukum.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Air merupakan material yang berlimpah di muka bumi. Material air ini memiliki
kualitas dan keberadaan air yang relatif tidak sama, hal ini diakibatkan karena letak
geografis tiap negara bahkan daerah itu berbeda. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Air, Kementrian Pekerjaan Umum memaparkan bahwa 1,4 milyar
kilometer kubik air menutup sekitar 71% dari muka bumi, namun 97,5% air tersebut
merupakan air asin dan sisanya sebesar 25% berupa air tawar. Air tawar sebanyak
68,9% tersimpan dalam akuifer, terutama yang berada di kutub dan pegunungan
tinggi, 29,9% air tawar tersimpan pada kawasan Kkarst, sekitar 0,9% sisanya tampak
pada air tanaman, uap air di udara dan awan yang tidak dapat dimanfaatkan secara
langsung oleh manusia serta hanya 0,3% air tawar yang terdapat di bumi berupa air
permukaan di sungai, danau dan reservoir .* Pada tahun 1967, US Geological Survey
menemukan fakta bahwa total air di dunia ini berjumlah sebesar 1.360.000 (satu
milyar tiga ratus enam puluh ribu) km kubik. Melalui data ini disebutkan bahwa porsi
air tawar yang ada di bumi ini jika dibandingkan dengan jumlah air di bumi sedikit
sekali, akan tetapi sebenarnya masih cukup untuk memnuhi kebutuhan hidup minimal

manusia.

Air merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan
manusia dan dalam sistem tata lingkungkan, air adalah unsur utama.? Hidup dan
kehidupan seluruh mahluk hidup terutama manusia sejak zaman dahulu hingga
dewasa ini tidak dapat lepas dari peran salah satu sumber daya alam yaitu air. Peran

! Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, (Gapperindo, Jakarta 2013), hal.168.
? Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Indonesia(Alumni, Bandung,1996), hal.9.



air yang cukup besar tersebut dapat menunjang kebutuhan hidup manusia seperti
kebutuhan rumah tangga terhadap air bersih, pertanian, industri, pariwisata dan lain-
lain. Tanpa adanya air, proses kehidupan manusia tidak dapat berjalan dengan baik.
Atas dasar itulah angka kebutuhan minimal air untuk manusia menjadi tolak ukur
keberhasilan pembangunan suatu negara. The United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (selanjutnya disebut UNESCO) pada tahun 2002
menetapkan hak dasar manusia atas air sebesar 50 liter per orang setiap hari, dengan
rincian 5 liter untuk minum, 20 liter untuk kebersihan lingkungan, 15 liter untuk
mandi, 10 liter untuk memasak. Sehingga angka 50 liter merupakan angka minimal
pemakaian, namun yang menjadi perhatian, lebih dari separuh penduduk dunia belum

dapat menikmati kebutuhan dasar ini.

Di Indonesia, dengan keadaan geografisnya yang dilimpahi air, ketersediaan air
mencapai 16.800 meter kubik (enam belas ribu delapan ratus) per kapita setiap tahun
yang berat ketersediaannya sampai dua kali lipat lebih besar dari rata-rata
ketersediaan air di dunia.* Kelimpahan air di Indonesia tidaklah merata hal ini seperti
yang disebutkan di atas karena daerah-daerah di Indonesia juga memiliki kondisi
cuaca ataupun daerah yang berbeda. Disamping itu, kebutuhan manusia akan air dari
waktu ke waktu pun berjalan dengan cepat dan bertambah banyak. Kebutuhan
tersebut tidak hanya dilihat dari peningkatan perkembangan manusianya saja namun
juga dari intensitas kebutuhan akan penggunaan air.> Seiring dengan meningkatnya
kebutuhan manusia akan air, kedudukan air juga hingga saat ini belum dapat
digantikan oleh zat atau unsur lain, sehingga air menjadi satu-satunya sumber daya
alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kegiatan-kegiatan yang
telah disebutkan sebelumnya diatas. Kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap air
diikuti dengan keberadaan air yang tidak dapat digantikan tersebut dapat mendorong

lebih menguatnya nilai ekonomi air dibandingkan nilai dan fungsi sosialnya. Hal ini

* Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, (Gapperindo, Jakarta 2013), hal.172.
4 .

Ibid, hal.172.
> World Health Organisastion, The Right to Water, Prancis: EHO, 2003, hal 3.



dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar pihak dan berbagai pihak
yang terkait dengan sumber daya air.

Permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan air pun tidak bisa dihindari lagi.
Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (kemudian disebut
WHO) di tahun 2003 mengeluarkan publikasi berjudul The Right to Water. Dalam
publikasi tersebut disebutkan bahwa dari 6 miliar penduduk bumi, 1,1 miliar di
antaranya tidak memiliki akses yang cukup terhadap air minum yang aman.® Hal ini
membawa permasalahan yang lebih lanjut yaitu terhalangnya pemenuhan terhadap
hak atas kesehatan dan hak asasi manusia lainnya seperti hak atas makanan serta hak
untuk mendapatkan tempat tinggal yang memadai. Pernyataan ini menunjukkan
bahwa hak atas air akan menentukan pemenuhan hak-hak lainnya dalam kehidupan
manusia.” Pemaparan yang diberikan oleh WHO mengenai konflik air ini
menunjukkan bahwa permasalahan mengenai air merupakan permasalahan universal.?
Krisis air terjadi dimana-mana bahkan di Indonesia yang notabene memiliki
ketersediaan air yang berlimpah. Krisis air ini bukan disebabkan hanya karena terlalu
sedikitnya pasokan air untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun lebih disebabkan
pada pengelolaan air yang semakin buruk serta pendistribusian air yang tidak

dilakukan secara merata padahal jumlah air di bumi ini relatif konstan.’

Salah satu permasalahan hukum lain terkait dengan air ialah air yang dijadikan
sebagai komoditas dagang yang menjadikan nilai eknomi air lebih tinggi
dibandingkan dengan nilai sosialnya sehingga dapat menimbulkan privatisasi air.

Privatisasi air adalah penguasaan air dari pemerintah kepada swasta baik seluruhnya

® Ibid, hal 3.

" Ibid, hal 3.

® Helmi Kasim, Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air, Jurnal
Konstitusi, Vol.12,No.2, juni 2015, hal 356.

® Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, (Gapperindo, Jakarta 2013), hal.183.



maupun sebagian.’® Dalam pengertian yang lebih luas, privatisasi meliputi tindakan
pengalihan dari setiap fungsi pemerintahan ke sektor privat atau swasta. Bentuk
privatisasi pada prinsipnya terbagi menjadi dua mobel yaitu model Inggris dan model
Perancis. Bentuk privatisasi dalam model Inggris, memprivatisasi aset (jaringan air
dan sanitasi sistem perencanaan) dan pengoprasiannya.’’ Privatisasi dalam model
Perancis hanya mengurus pengoprasiannya saja, tetapi asetnya tetap berada di tangan
negara, tipe pengurusan pengoprasiannya terdiri dari kontrak para pihak; sewa

menyewa dan konsesi.*?

Indonesia memiliki kontrak selama 25 tahun dengan Perusahaan Air Minum (PAM)
Jaya milik Pemerintah DKI Jakarta Raya yang ditandatangami pada tahun 1998.
Kontrak inilan awal mula privatisasi dilaksanakan di Indonesia dibawah masa
Soeharto.'® Privatisasi kemudian dilegalkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDA.Ir). Sebagain kalangan
beranggapan bahwa privatisasi air ini memberikan kontribusi besar terhadap krisis air
bersih karena UU SDAIr ini memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air
minum dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan dan sebagai
badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Hal ini dapat mengakibatkan

terancamnya hak atas air individu karena privatisasi dan komersialisasi air.'*

International Covenant on Economic, Social and Cultural Right, yang
diselenggarakan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (selanjutnya disebut ECOSOC)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (selnjutnya disebut PBB) di Geneva pada tanggal 11 —
29 November 2002 memaparkan mengenai hak atas air. Dengan begitu, PBB

mendeklarasikan bahwa setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang

% Yordan Gunawan dan Muhammad Arizka Wahyu, Masa Depan Hak Atas Air Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013,Jurnal Kajian Hukum Vol.1,No2 2016, hal 115.
™! Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, (Gapperindo, Jakarta 2013), hal.191.
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Ibid, hal.192.
® Ibid, hal.194.
* Yordan Gunawan dan Muhammad Arizka Wahyu, Masa Depan Hak Atas Air Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013,Jurnal Kajian Hukum Vol.1,No2 2016, hal 122.



sama terhadap pemakaian air.® Air merupakan hak asasi manusia yang memiliki
akses universal, sehingga hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi setiap negara

untuk memnuhi hak masyarakatnya dalam pemenuhan hak atas air.

Dalam memenuhi hak atas air dibentuklah hak guna air (selanjutnya disebut HGA).
HGA merupakan hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk

berbagai keperluan.*®

Maksud pengertian ini ialah HGA bukan merupakan hak
kepemilikan atas air, namun hanya sebatas hak untuk memperoleh dan memakai atau
mengusahakan sejumlah air sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah kepada pengguna air, baik pengguna air yang wajib memperoleh izin
maupun yang tidak wajib memperoleh izin.'” Keberadaan HGA adalah untuk
mengatur penggunaan air dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara, sehingga

penggunaan air tidak dilakukan sebebas-bebasnya.

Istilah HGA pertama kali dikenal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). HGA
disebutkan dan dijelaskan pada pasal 4 ayat (3), pasal 16 dan pasal 47. HGA menurut
UUPA ialah hak untuk memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau
mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.'®* HGA secara eksplisit diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (kemudian disebut
UU SDAIr). HGA dalam UU SDAIr dibagi menjadi dua jenis yaitu Hak Guna Pakai
Air (selanjutnya disebut dengan HGPA) dan Hak Guna Usaha Air (selanjutnya
disebut HGUA). HGPA adalah HGA untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,
seperti pertanian serta kegiatan-kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha.
HGUA merupakan HGA untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air

>Candra Samekto dan Ewin Sofian Winata, Potensi, Sumber Daya Air di Indoneia, hal.1.

'® Terdapat pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
" Klinik tentang Hak Guna Air, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It57ea194b24b14/hak-
guna-air, diakses pada 21 Maret 2017 pukul 23.00 WIB.

'® Imam Anshori, Konsep Dasar dan Peluang Implementasi Hak Guna Air, hal 2.


http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57ea194b24b14/hak-guna-air
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57ea194b24b14/hak-guna-air

untuk bahan pembantu produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha maupun
penggunaan air untuk bahan pembantu produksi.*®

Hadirnya UU SDAIr menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat karena
UU SDAIr ini dinilai telah menyebabkan privatisasi air, yaitu penguasaan air dari
pemerintah kepada pihak swasta. Pada awal tahun lahirnya UU SDAIr, Koalisi
Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA) mengajukan judicial review namun ditolak
olen Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Kemudian, judicial review
yang kedua diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kelompok masyarakat
serta sejumlah tokoh masyarakat diantaranya Marwan Batubara, Adhyaksa Dault,
Laode Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri dan Fahmi Idris. Para
pemohon beranggapan bahwa UU SDAIr telah bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
selain itu pasal-pasal didalam UU SDA.Ir dianggap telah membuka peluang privatisasi
dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan sumber daya air yang telah
merugikan rakyat sebagai pengguna air.

Pada tanggal 18 Februari 2015 MK melalui putusan Nomor 85/PUU-XI1/2013 telah
membatalkan berlakunya UU SDAIr. Begitupun dengan peraturan-peraturan turunan
dalam bentuk Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) dari UU SDA.Ir, yaitu:
1. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
Air;
PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air;
PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
PP Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air.

N o a &~ w D

' 1da Nurlinda, Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan
Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,Unpad Merespon,Maret 2015,hal.4.



Peraturan-peraturan pemerintah diatas telah dibatalkan bersama-sama dengan
dibatalkannya UU SDAIr, namun PP Nomor 69 tahun 2014 tentang HGA tidak turut
serta dibatalkan dalam putusan MK No. 85/PUU-X1/2013. Hal ini disebabkan karena
PP Nomor 69 tahun 2014 tentang HGA baru ditetapkan pada tanggal 17 September
2014, sedangkan Rapat Permusyawaratan Hakim MK dilaksanakan pada tanggal 18
Maret 2014. Kejanggalan ini menibulkan pertanyaan, apakah PP HGA ikut pula
dibatalkan berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-X1/2013.

Putusan Nomor 85/PUU-X1/2013 merupakan puncak dari 2 putusan MK terdahulu
mengenai sumber daya air. sebelumnya MK telah dua kali memutus uji materiel atas
UU SDAIr yaitu mengeluarkan Putusan No. 058-059-060-063/PUUII/ 2004 dan
Putusan No. 008/PUU-111/2005 terkait uji materiel UU SDAIr. Berulangkalinya UU
SDAIr diuji materiel menunjukkan bahwa pada hakekatnya undang-undang tersebut
mengandung masalah mendasar yang menyangkut syarat konstitusionalistas
pemberlakuan suatu undang-undang yaitu syarat yang harus dibangun di atas asas
hukum hak menguasai negara sebagaimana ditegaskan pada pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang
menyebutkan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”?°

Sebagai konsekuensi dari dibatalkannya UU SDAIr karena bertentangan dengan UUD
1945, maka MK memutuskan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11
tahun 1974 tentang Pengairan (selanjutnya disebut UU Pengairan) untuk mengisi
kekosongan hukum. Namun permasalahan yang muncul kemudian ialah UU
Pengairan sama sekali tidak mengatur tentan penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan hak rakyat atas air, serta ridak mengatur prinsip pengusahaan atas air.**

%% |bid,hal 4.
! Ibid, hal.1.



Berbagai persoalan terkait air diatas menunjukkan bahwa masalah air merupakan
masalah fundamental yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan
perkembangan negaranya. Permasalahan ini kemudian harus disikapi dengan
pendekatan yang luas dan juga lengkap. Maka dari itu Indonesia yang merupaka
negara dengan kerangka hukum, masalah air setidaknya dalam menangani masalah
air, harus menggunakan cara yang lahir dari perspektif hukum khususnya hak asasi

manusia dan konstitusi.

Sejalan dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan
meneliti mengenai hak guna air sebelum dan setelah putusan MK Nomor 85/PUU-
X1/2013 yang berjudul:

“PERBANDINGAN PENGATURAN HAK GUNA AIR SEBELUM DAN
SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
85/PUU-X1/2013”

B. ldentifikasi Masalah
Dalam bagian ini perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa; Sebelum adanya Putusan
MK Nomor 85/PUU-X1/2013, HGA sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2014 tentang Hak Guna Air, namun oleh Putusan MK Nomor 85/PUU-XI1/2013
tersebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan
tidak berlaku. Setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XI1/2013 diputuskan, Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air baru diterbitkan; Sehingga
atas dasar latar belakang yang telah disebutkan di atas maka dapat penulis rumuskan
suatu identifikasi masalah:

e Bagaimanakah pengaturan Hak Guna Air sebelum dan setelah Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013 tersebut?



Penulis akan mengidentifikasi masalah dengan melihat dari putusan Mahkamah
Konstitusi serta peraturan perundang-undangan untuk mengetahui keberadaan
peraturan HGA di dalam masyrakat sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013.

C. Tujuan Penelitian
Dengan bertitik tolak pada identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat penulis
uraikan tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
e Untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai pengaturan hak guna air
bagi masyarakat sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dan

setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian
Diharapkan penulisan hukum ini akan menambah pengetahuan serta memberikan
manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya
hukum agraria dan hukum sumber daya alam yang mengimplementasikan pengaturan
terkait hak guna air. penulisan hukum ini juga diharapkan dapat memperkaya
referensi dan literaturkepustakaan hukum sumber daya alam terutama pada sektor

sumber daya air.

Secara praktis penulisan hukum ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat
pada umumnya serta mahasiswa pada khususnya agar mengetahui pengaturan dalam
penggunaan air serta menjaga kelestarian sumber daya air yang bertujuan untuk

kelestarian lingkungan.



E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian

suatu asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum.

Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang
digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan
isinya telah disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu serta dapat diperoleh tanpa
melihat waktu dan tempat.?? Dalam penelitian ini penulis akan melakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun peraturan perundang-
undangan. Dalam penelitian hukum mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dapat
diambil contoh, misalnya peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
Dalam penelitian ini bahan hukum yang antara lain akan digunakan adalah
Peraturan Menteri Nomo 49 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 22
thaun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2014 tentang Hak Guna Air, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air (sudah tidak berlaku), Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 058-059-060-063/PUUII/ 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitsu
Nomor 008/PUU-111/2005 terkait uji materiel UU SDAIr, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XI1/2013 dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini akan

melengkapi bahan hukum primer, misalnya doktrin, hasil penelitian

?? Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, (Ul Pres, Jakarta, 1986), hal.17.
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akademisi, karya ilmiah para sarjana, jurnal serta tulisan-tulisan yang bersifat
ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis
bahas di dalam penulisan hukum ini.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya
kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan
untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan
yang pada akhirnya akan dianalisa oleh penulis dengan mengacu pada teori-teori yang
ada. Metode deskriptif dalam penulisan ini dilakukan dengan memaparkan data yang
tersedia di dalam materi-materi yang relevan dan menganalisanya dengan mengacu

pada dasar-dasar dan pengetahuan yuridik.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara studi
kepustakaan. Studi kepustakaan akan menelusuri dan melakukan analisis bahan
pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Setelah
melakukan pengumpulan data maka penulis akan melakukan suatu analisis mengenai

permasalahan yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah diatas.

F. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini, sistematika ditulis untuk membantu menjawab identifikasi
masalah secara serta menjelaskan dan memudahkan para pembaca memahami
permasalahan yang diteliti. Sistematika terdiri dari lima bab dengan sistematika

sebagai berikut:

Bab | akan berisikan pendahuluan. Bab ini didalamnya akan terdiri dari sub bab

seperti latar belakang penulis memilih topik mengenai sumber daya air, rumusan
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masalah yang terkait dengan topik, maksud dan tujuan penelitian, manfaat
penelitian,metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan dalam

penelitian ini.

Bab 11 diberi judul Pengaturan Hak Guna Air Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013. Bab ini berisikan analisis mengenai hak guna
air, sejarah hak guna air, urgensi pengaturan HGA berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebelum dilahirkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013.

Bab 1l berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI1/2013 Yang
Relevan Dengan Pengaturan Tentang Hak Guna Air. Bab ini akan memberikan uraian
mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI1/2013 mengenai
dibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terkait dengan

pandangan hakim serta pengaturan mengenai Hak Guna Air.

Bab IV berjudul Perbandingan Pengaturan Hak Guna Air Sebelum dan Setelah
Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013. Bab ini akan
memberikan uraian perbandingan mengenai pengaturan hak guna air sebelum dan
setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X1/2013.

Dalam Bab V mengenai Kesimpulan Dan Saran, penulis akan memberikan
kesimpulan akhir secara menyeluruh yang dapat ditarik berdasarkan analisa dan
penjelasan dari bab-bab sebelumnya serta saran atas apa yang sudah penulis kaji pada
bab-bab sebelumnya.
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